
106 
 

  Universitas Kristen Maranatha 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

Ahmad, M. (2015).Kemenkeu Ingatkan Kepatuhan Pajak UMKM. Diakses pada 1 

September, 2016, dari 

http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12298/Kemenkeu-Ingatkan-

Kepatuhan-Pajak-UMKM. 
 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT 

Rineka Cipta.  

 

Berutu, D. A. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan 

Wajb Pajak Orang Pribadi. ejurnal, Vol.2. (No.2), hal 1-10. 

 

Fajriasari, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Lama Tinggal, dan 

Pengeluarannya Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pariwisata 

Jawa Tengah. Skripsi, Bandung: Program Sarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

 

Harianti, A., Veronica, M.S., Nur., Setiawan, S., dan Iskandar, D. (2012). 

Statistika II. Yogyakarta: CV Andi Offset. 

 

Hartono, J. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah & Pengalaman-

Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. 

 

Himawan, A. (2016).Astra International 99 persen usaha di Indonesia merupakan 

UMKM.Diakses pada 1 September, 2016, 

darihttp://www.suara.com/bisnis/2016/07/22/144209/astra-international-

99-persen-usaha-di-indonesia-merupakan-umkm. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak Rendah.(2015). Diakses pada 1 September, 2016, dari 

http://www.cnnindonesia.com/kepatuhan/wajib/pajak/rendah. 
 

Kuncoro, M. (2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. 

 

Mutia, S. P. T. (2013). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, 

Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi. Vol.1. (No.2), hal 3-29. 

 

Mahasena, Ida B. P, Wirama, D. W, dan Ratnadi, N. M. D. (2017). Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di 

Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

Vol 6. (No.3), hal 991-1018. 

 

Nurfitrian. (2015). Sejarah KPP Pratama Bandung Bojonagara. Diakses pada 20 

Oktober, 2016, dari http://2fjbptunikompp-gdl-kartikanov-35168-5-

unikom_k-2.pdf/RK=0/RS=fQ_DJ97NHCWs.RrgvOdIUV3hPZo-. 

 

http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12298/Kemenkeu-Ingatkan-Kepatuhan-Pajak-UMKM
http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12298/Kemenkeu-Ingatkan-Kepatuhan-Pajak-UMKM
http://www.suara.com/bisnis/2016/07/22/144209/astra-international-99-persen-usaha-di-indonesia-merupakan-umkm
http://www.suara.com/bisnis/2016/07/22/144209/astra-international-99-persen-usaha-di-indonesia-merupakan-umkm
http://www.cnnindonesia.com/kepatuhan/wajib/pajak/rendah


107 
 

  Universitas Kristen Maranatha 

 

Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

Pemberlakuan pajak 1%bagi UMKM dianggap tidak adil.(2016). Diakses pada 1 

September, 2016, darihttp://suaraumkm.com/2016/02/29/pemberlakuan-

pajak-1-bagi-ukm-dianggap-tidak-adil. 
 

Peraturan Menteri Keuangan No.192 Tahun 2007, tentang Tata Cara Penetapan 

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses pada 20 Oktober 

,2016, dari 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13038. 

 

Peraturan Menteri Keuangan No.74 Tahun 2012, tentang Tata Cara Penetapan 

dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam 

Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 

Diakses pada 20 Oktober ,2016, dari 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15027. 

 

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak 

Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses pada 20 Oktober ,2016, 

dari http://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5cbf4e13752f. 

 

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Resti, Vioni. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada Pengusaha 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). JOM Fakultas Ekonomi. 

Vol. 3. No.1. hal 1535-1549. 

 

Risman. (2016). Layanan masih buruk banyak wajib pajak tertindas.Diakses pada 

1 September, 2016, 

darihttp://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/02/24/57400/0/

21/Layanan-Masih-Buruk-Banyak-Wajib-Pajak-Tertindas. 
 

Ryz. (2016). Kein Umkm tulang punggung ekononmi Indonesia. Diakses pada 1 

September, 2016, 

dari.http://economy.okezone.com/read/2016/04/19/20/1367126/kein-

umkm-tulang-punggung-ekonomi-indonesia.  
 

Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata.  

 

Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4, Buku 1. Jakarta: 

Salemba Empat.  

 

Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4, Buku 2. Jakarta: 

Salemba Empat.  

 

Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. 

http://suaraumkm.com/2016/02/29/pemberlakuan-pajak-1-bagi-ukm-dianggap-tidak-adil
http://suaraumkm.com/2016/02/29/pemberlakuan-pajak-1-bagi-ukm-dianggap-tidak-adil
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/02/24/57400/0/21/Layanan-Masih-Buruk-Banyak-Wajib-Pajak-Tertindas
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/02/24/57400/0/21/Layanan-Masih-Buruk-Banyak-Wajib-Pajak-Tertindas
http://economy.okezone.com/read/2016/04/19/20/1367126/kein-umkm-tulang-punggung-ekonomi-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2016/04/19/20/1367126/kein-umkm-tulang-punggung-ekonomi-indonesia


108 
 

  Universitas Kristen Maranatha 

 

 

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. 

 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. 

 

Sunjoyo, dkk. (2013). Aplikasi SPSS untuk SMART Riset. Bandung: CV Alfabeta. 

 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 84. Tahun 2011, tentang Pelayanan 

Pajak Prima. Diakses pada 20 Oktober, 2016, dari 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14853.  

 

Susyanti, J & Dahlan, A. (2015). Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi. 

Malang: Empat Dua Media. 

 

Syarif, I. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto 

Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk 

Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Pusat Kebijakan Pendapatan 

Negara-Badan Kebijakan Fiskal. 
 

Tansuria, B. I. (2010). Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Edisi 1. Graha 

Ilmu: Yoyakarta.   

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2001) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  

 

Undang-Undang No.20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Diakses pada 20 Oktober ,2016, dari 

http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/node/1011/undangunda

ng-nomor-20-tahun-2008. 

 

Undang-Undang No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 

Diakses 20 Oktober, 2016, dari http://www.pajak.go.id/UU-KUP-001-13-

UUKUP201. 

 

Utomo, D. (2013). Pajak 1%? PP NO.46 Tahun 2013-Info Update dan Cara 

Lapor. Diakes pada 27 April, 2017, dari 

http://amsyong.com/2013/09/pajak-1-pp-46-tahun-2013-info-update-dan-

cara-lapor 

 

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba 

Empat. 

 

Willy. (2015). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Penerapan PP No.46 

Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama 

Bandung Bojonagara. Skripsi, Bandung:Program Sarjana Universitas 

Kristen Maranatha. 

 

 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14853

